UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATK
BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTONAL PROTOCOL
TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS COICERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)
DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULERBESERTA
PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARBNEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONL PROTOCOL TO
THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION CONCERMNG ACQUISITION
OF NATIONALITY, 1963)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Konvensi Wina mengenai Huboinggplomatik beserta
Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on DiplomatidatRans
and Optional Protocol to the Vienna Convention apld@natic
Relations Concerning Acquisition of Nationality, 619 dibuat
pada tanggal 18 April 1961 di Wina dan mulai beslgkada
tanggal 24 April 1964 dan Konvensi Wina mengenabtihgan
Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenaMeahperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular tideta
Concerning Acquisition of Nationality, 1963) dibyadda tanggal
24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tarigth Maret
1967,

b. Bahwa Negara Republik Indonesia selamaelah menggunakan
dua Konvensi tersebut pada huruf a di atas selpag@man dalam
hubungan internasional;

C. Bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yaatogh| mantap
dalam hubungan internasional, dipandang perlu nsaid@n dua



Mengingat

Menetapkan

Konvensi tersebut pada huruf a dengan Undang-undang

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, daalP&sayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatuBRlép Indonesia
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haldiagara;
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KON WINA

MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN  (VIENNA  CONVENTION  ON
DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC  RELATIONS
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI
HAL  MEMPEROLEH  KEWARGANEGARAAN  (VIENNA
CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL
PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR
RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,
1963).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubunganobdigiik Beserta
Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Keamgegaraan
(Vienna Convention on Diplomatic Relations and @pdional Protocol to
the Vienna Convention on Diplomatic Relations Caont® Acquisition

of Nationality, 1961) dan Konvensi mengenai Hubungansuler Beserta
Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Keamgegaraan
(Vienna Convention on Consular Relations and Oplidtrotocol to the
Vienna Convention on Consular Relations Concerndmgjuisition of

Nationality, 1963) yang salinan naskahnya dilamgoirkpada Undang-
undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggatdizungkan.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, metabkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatardatam
lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1982 Pada tanggal 25 JahQ@82.
MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONHA,

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR2



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATK
BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)

DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSJLER
BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLH
KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)

UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain gagskan agar Pemerintah
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indordssi seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umwan¢endaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkiasakemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubtdknesia Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegdaskdé@ng Hubungan Luar Negeri
Republik Indonesia sebagai berikut :

a. pelaksanaan politik luar negeri yang bebad didbdikan kepada kepentingan
nasional, terutama untuk kepentingan pembangursagalia bidang;

b. meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitaged@sama di wilayah Asia
Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalagklingan ASEAN, dalam rangka
mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk meaideetahanan regional;

C. meningkatkan peranan Indonesia di dunia ingonal dalam rangka membina
dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama y#ing barmanfaat antara Bangsa-
bangsa;

d. memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan sker@ ekonomi diantara
negara-negara yang sedang membangun lainnya orgolpercepat terwujudnya Tata
Ekonomi Dunia Baru;



e. meningkatkan kerjasama antar negara untuk raéagy perdamaian dan
ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusrdabarkan kemerdekaan dan
keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yaebas aktif untuk menjamin dan
memelihara kepentingan nasional Indonesia dan membantu tercapainya ketertiban
dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan péetain dengan semua bangsa di
dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempagtkemakilan diplomatik dan
perwakilan konsuler diberbagai negara. Disampiogpgmerintah Indonesia menerima
pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulegara lain.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplik sudah lama diadakan yaitu
sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah olehoRobtAix-la-Chapelle tahun
1818.Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsgdaimdakan konperensi mengenai
hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Mareé19Konperensi tersebut membahas
rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Kdioikum Internasional Perserikatan
Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensienangubungan diplomatik, yang
terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan dipldm hak-hak istimewa dan
kekebalan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungafonaigik ini akan dapat
meningkatkan hubungan persahabatan antara banggaabd dunia tanpa membedakan
ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Kemsi menetapkan antara lain maksud
memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan dipldmagirsebut tidaklah untuk
kepentingan perseorangan, melainkan guna menjaeglanéaran pelaksanaan fungsi
perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.

Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsykng dalam sejarah

berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukubias@an internasional baru
dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wimengenai Hubungan Konsuler
yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pagahg keseluruhannya mengenai
hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebatkehalannya akan meningkatkan
hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tamteedadan ideologi, sistim politik

atau sistim sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan Hahyguna mnjamin pelaksanaan
fungsi perwakilan konsuler secara efisien Konvamsingatur antara lain hubungan-
hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hakiktewa dan kekebalan kantor
perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggetavakilan konsuler lainnya serta
tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan katAsonsulat kehormatan.

Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik puauKonvensi Wina mengenai
Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengatoRol Opsional mengenai hal
Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Opsionabserai Penyelesaian Sengketa



Secara Wajib. Indonesia dapat menerima selurdfoisvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenairhemperoleh Kewarganegaraan
dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Basénotokol Opsionalnya

mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan, kecualiok& Opsional mengenai

Penyelesaian sengketa Secara Wajib. Pengecualikawré@na Pemerintah Indonesia lebih
mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pegardindan konsultasi atau
musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Protokol Opsional mengenai hal memperoleh Kewamg@m@@an mengatur bahwa
anggota-anggota perwakilan diplomatik dan perwakilkonsuler yang bukan
warganegara penerima dan perwakilan konsuler yakgrbwarganegara penerima dan
keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaregara penerima tersebut semata-
mata karena berlakunya hukum negara penerima tdrseb

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3211.



VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS.
DONE AT VIENNA, ON APRIL 1961

The Sates Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient timeseheacognized the status of diplomatic
agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter ofthiged Nations concerning the
sovereign equality of States, the maintenance tdrnational peace and security, and the
promotion of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic ioteirse, privileges and immunities
would contribute to the development of friendlyatedns among nations, irrespective of their
differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges and immunisesot to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of the functiohdiplomatic missions as representing States,

Affirming that the rules of customary international law $tiaontinue to govern questions not
expressly regulated by the provisions of the pre€emvention,

Have agreed as follows:

Articlel

For the purpose of the present Convention, theviellg expressions shall have the meanings
hereunder assigned to them:

(a) the "head of the mission" is the persongbaiby the sending State with the duty of acting
in that capacity;

(b) the "members of the mission" are the heathefmission and the members of the staff of
the mission;

(c) the "members of the staff of the missiong #re members of the diplomatic staff, of the
administrative and technical staff and of the serataff of the mission;

(d) the "members of the diplomatic staff* are thembers of the staff of the mission having
diplomatic rank;

(e) a "diplomatic agent" is the head of the mis®r a member of the diplomatic staff of the
mission;

() the "members of the administrative and teéchinstaff" are the members of the staff of the
mission employed in the administrative and tecHreeavice of the mission;

(g) the "members of the service staff" are themiers of the staff of the mission in the
domestic service of the mission;



(h) a "private servant” is a person who is i@ tomestic service of a member of the mission
and who is not an employee of the sending State;

() the "premises of the mission" are the buidgi or parts of buildings and the land ancillary
thereto, irrespective of ownership, used for theppses of the mission including the
residence of the head of the mission.

Article2

The establishment of diplomatic relations betwetteS, and of permanent diplomatic missions,
takes place by mutual consent.

Article 3
1. The functions of a diplomatic mission consiger alia, in:
(@) representing the sending State in the reugiState;
(b) protecting in the receiving State the int¢seof the sending State and of its nationals,
within the limits permitted by international law;
(c) negotiating with the Government of the reoeg State;

(d) ascertaining by all lawful means conditiamsl developments in the receiving State,
and reporting thereon to the Government of the isgn8tate;

(e) promoting friendly relations between thedieg State and the receiving State, and
developing their economic, cultural and scientiétations.

2. Noting in the present Convention shall bestared as preventing the performance of
consular functions by a diplomatic mission.

Article4

1. The sending State must make certain thatgnement of the receiving State has been given
for the person it proposes to accredit as healdeofrtission to that State.

2. The receiving State is not obliged to give reastinghe sending State for a refusal of
agrement.

Article5

1. The sending State may, after it has given dueioatibn to the receiving States concerned,
accredit a head of mission or assign any membtreofliplomatic staff, as the case may be,
to more than one State, unless there is expresstai) by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of missiame or more other States it may establish
a diplomatic mission headed by a charge d'affatesterim in each State where the head
of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomataffsof the mission may act as
representative of the sending State to any intemat organization.



Article6

Two or more States may accredit the same persdreas of mission to another State, unless
objection is offered by the receiving State.

Article7

Subject to the provisions of Articles 5, 8, 9 arfld the sending State may freely appoint the
members of the staff of the mission. In the caseititary, naval or air attaches, the receiving
State may require their names to be submitted éé&ord, for its approval.

Article8

1. Members of the diplomatic staff of the mission ddada principle be of the nationality of
the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission nmay be appointed from among persons
having the nationality of the receiving State, gtoeith the consent of that State which
may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right veigfard to nationals of a third State
who are not also nationals of the sending State.

Article9

1. The receiving State may at any time and withouirgato explain its decision, notify the
sending State that the head of the mission or aemimer of the diplomatic staff of the
mission ispersona non grata or that any other member of the staff of the roisgs not
acceptable. In any such case, the sending Stdteahappropriate, either recall the person
concerned or terminate his functions with the missA person may be declaredn grata
or not acceptable before arriving in the territofyhe receiving State.

2. If the sending State refuses or fails within a oeable period to carry out its obligations
under paragraph 1 of this Article, the receivingt&tmay refuse to recognize the person
concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receivingebe, or such other ministry as may be
agreed, shall be notified of:

(a) the appointment of members of the missibeirtarrival and their final departure or
the termination of their functions with the mission

(b) the arrival and final departure of a perbetonging to the family of a member of the
mission and, where appropriate, the fact that @grebecomes or ceases to be a
member of the family of a member of the mission;

(c) the arrival and final departure of privaggants in the employ of persons referred to
in sub-paragraph (a) of this paragraph and, whepeopriate, the fact that they are
leaving the employ of such persons;



2.

(d) the engagement and discharge of personderdsin the receiving State as members
of the mission or private servants entitled to igyes and immunities.

Where possible, prior notification of arrivahd final departure shall also be given.

Article11

In the absence of specific agreement as to theddilee mission, the receiving State may
require that the size of a mission be kept witiimts considered by it to be reasonable and
normal, having regard to circumstances and conditio the receiving State and to the
needs of the particular mission.

The receiving State may equally, within similar bds and on a nondiscriminatory basis,
refuse to accept officials of a particular category

Article12

The sending State may not, without the prior expmEnsent of the receiving State, establish
offices forming part of the mission in localitiegher than those in which the mission itself is
established.

Article 13

The head of the mission is considered as havirgntalp his functions in the receiving State
either when he has presented his credentials onwbkehas notified his arrival and a true
copy of his credentials has been presented to timestWy for Foreign Affairs of the
receiving State, or such other ministry as may ¢peed, in accordance with the practice
prevailing in the receiving State which shall belaga in a uniform manner.

The order of presentation of credentials or ofu wopy thereof will be determined by the
date and time of the arrival of the head of thesiors.

Article 14
Heads of mission are divided into three easaamely:

(@) that of ambassadors or nuncios accreditedetads of State, and other heads of
mission of equivalent rank;

(b) that of envoys, ministers and internunciosredited to Heads of State;

(c) that of charges d'affaires accredited toiMars for Foreign Affairs.

Except as concerns precedence and etiquette,shalidbe no differentiation between heads
of mission by reason of their class.

Article15

The class to which the heads of their missiondabe assigned shall be agreed between States.



Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in thejre@s/e classes in the order of the date and
time of taking up their functions in accordancetwAtrticle 13.

2. Alterations in the credentials of a head of missiohinvolving any change of class shall not
affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practiaeepted by the receiving State regarding the
precedence of the representative of the Holy See.

Article17

The precedence of the members of the diplomatit stahe mission shall be notified by the
head of the mission to the Ministry for Foreign &ff or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State faetteption of heads of mission shall be uniform
in respect of each class.

Article 19

1. |If the post of head of the mission is vacant, ah& head of the mission is unable to perform
his functions, a charge d'affaires ad interim shatl provisionally as head of the mission.
The name of the charge d'affaires ad interim sballnotified, either by the head of the
mission or, in case he is unable to do so, by ti@stly for Foreign Affairs of the sending
State to the Ministry for Foreign Affairs of thecesving State or such other ministry as may
be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic stathefmission is present in the receiving
State, a member of the administrative and techrstaf may, with the consent of the
receiving State, be designated by the sending Statbe in charge of the current
administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right eothe flag and emblem of the sending State on
the premises of the mission, including the residesfche head of the mission, and on his means
of transport.

Article21

1. The receiving State shall either facilitate thewasigjon on its territory, in accordance with
its laws, by the sending State of premises necgdsarits mission or assist the latter in
obtaining accommodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist missiombiaining suitable accommodation for their
members.



Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolablee Blgents of the receiving State may not
enter them, except with the consent of the heddeomission.

2. The receiving State is under a special duty to takeappropriate steps to protect the
premises of the mission against any intrusion onafge and to prevent any disturbance of
the peace of the mission or impairment of its digni

3. The premises of the mission, their furnishings atiter property thereon and the means of
transport of the mission shall be immune from dearequisition, attachment or execution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission sbakempt from all national, regional or
municipal dues and taxes in respect of the prenastee mission, whether owned or leased,
other than such as represent payment for speeificces rendered.

2. The exemption from taxation referred to in thisiélg shall not apply to such dues and taxes
payable under the law of the receiving State bgg®es contracting with the sending State or
the head of the mission.

Article24

The archives and documents of the mission shalhwelable at any time and wherever they
may be.
Article 25

The receiving State shall accord full facilitiesr fthe performance of the functions of the
mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning gadry into which is prohibited or regulated
for reasons of national security, the receivingté&S&hall ensure to all members of the mission
freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect fremmunication on the part of the mission
for all official purposes. In communicating withetiiGovernment and the other missions and
consulates of the sending State, wherever situ#ttedmnission may employ all appropriate
means, including diplomatic couriers and messagesde or cipher. However, the mission
may install and use a wireless transmitter onlywhie consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shallitn@olable. Official correspondence
means all correspondence relating to the missidntarfunctions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.



4. The packages constituting the diplomatic bag mustr bvisible external marks of their
character and may contain only diplomatic documentsticles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be provided wih official document indicating his
status and the number of packages constitutinglifflematic bag, shall be protected by the
receiving State in the performance of his functidts shall enjoy personal inviolability and
shall not be liable to any form of arrest or detant

6. The sending State or the mission may designaterdgtic couriers ad hoc. In such cases the
provisions of paragraph 5 of this Article shallcabgpply, except that the immunities therein
mentioned shall cease to apply when such a cohasrdelivered to the consignee the
diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captaia cbmmercial aircraft scheduled to land
at an authorized port of entry. He shall be progidéth an official document indicating the
number of packages constituting the bag but hd slealbe considered to be a diplomatic
courier. The mission may send one of its membetake possession of the diplomatic bag
directly and freely from the captain of the airtraf

Article 28

The fees and charges levied by the mission in tuese of its official duties shall be exempt
from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be invia@able shall not be liable to any form of arrest
or detention. The receiving State shall treat hiithwlue respect and shall take all appropriate
steps to prevent any attack on his person, freemtagignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shgthyethe same inviolability and protection
as the premises of the mission.

2. His papers, correspondence and, except as providgmhragraph 3 of Article 31, his
property, shall likewise enjoy inviolability.

Article31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from thenginal jurisdiction of the receiving
State. He shall also enjoy immunity from its ciaild administrative jurisdiction, except in
the case of:

(a) a real action relating to private immovableparty situated in the territory of the
receiving State, unless he holds it on behalf efg¢bnding State for the purposes of the
mission;



wn

(b) an action relating to succession in which diomatic agent is involved as executor,
administrator, heir or legatee as a private peswhnot on behalf of the sending State;

(c) an action relating to any professional or caruoial activity exercised by the diplomatic
agent in the receiving State outside his officiadtions.

A diplomatic agent is not obliged to give evidemasea witness.

No measures of execution may be taken in respegtdyflomatic agent except in the cases
coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) cdgraph 1 of this Article, and provided
that the measures concerned can be taken withioimgimg the inviolability of his person or
of his residence.

The immunity of a diplomatic agent from the jurtbn of the receiving State does not
exempt him from the jurisdiction of the sendingt&ta

Article 32

The immunity from jurisdiction of diplomatic agenéd of persons enjoying immunity
under Article 37 may be waived by the sending State

Waiver must always be express.

The initiation of proceedings by a diplomatic agenby a person enjoying immunity from
jurisdiction under Article 37 shall preclude hinorin invoking immunity from jurisdiction in
respect of any counter-claim directly connectedhlie principal claim.

Waiver of immunity from jurisdiction in respect oivil or administrative proceedings shall
not be held to imply waiver of immunity in respedtthe execution of the judgement, for
which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

Subject to the provisions of paragraph 3 of thische, a diplomatic agent shall with respect
to services rendered for the sending State be ex@&om social security provisions which
may be in force in the receiving State.

The exemption provided for in paragraph 1 of thiidde shall also apply to private servants
who are in the sole employ of a diplomatic agentcondition:

(a) that they are not nationals of or permanemttydent in the receiving State; and

(b) that they are covered by the social securntyigions which may be in force in the
sending State or a third State.

A diplomatic agent who employs persons to whomekemption provided for in paragraph
2 of this Article does not apply shall observe tidigations which the social security
provisions of the receiving State impose upon eygia

The exemption provided for in paragraphs 1 and 2hid Article shall not preclude
voluntary participation in the social security gyatof the receiving State provided that such
participation is permitted by that State.



5. The provisions of this Article shall not affectddiral or multilateral agreements concerning
social security concluded previously and shallprevent the conclusion of such agreements
in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dued taxes, personal or real, national, regional
or municipal, except:

(&) indirect taxes of a kind which are normatigorporated in the price of goods or services;

(b) dues and taxes on private immovable propsittyated in the territory of the receiving
State, unless he holds it on behalf of the sen8itate for the purposes of the mission;

(c) estate, succession or inheritance dutiegedeby the receiving State, subject to the
provisions of paragraph 4 of Article 39;

(d) dues and taxes on private income havingatgce in the receiving State and capital taxes
on investments made in commercial undertakingberréceiving State;

(e) charges levied for specific services rendtere

(f) registration, court or record fees, mortgages and stamp duty, with respect to immovable
property, subject to the provisions of Article 23.

Article35

The receiving State shall exempt diplomatic agémtn all personal services, from all public
service of any kind whatsoever, and from militafyligations such as those connected with
requisitioning, military contributions and billegn

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with slag¥s and regulations as it may adopt,
permit entry of and grant exemption from all cussoshaties, taxes, and related charges other
than charges for storage, cartage and similarcesyon:

(a) articles for the official use of the mission

(b) articles for the personal use of a diplomaiyent or members of his family forming
part of his household, including articles intenéladhis establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shaéiXeenpt from inspection, unless there
are serious grounds for presuming that it contant€les not covered by the exemptions
mentioned in paragraph 1 of this Article, or adg&lthe import or export of which is
prohibited by the law or controlled by the quaraetregulations of the receiving State. Such
inspection shall be conducted only in the preseoicehe diplomatic agent or of his
authorized representative.



Article 37

The members of the family of a diplomaticragerming part of his household shall, if they
are not nationals of the receiving State, enjoy heileges and immunities specified in
Articles 29 to 36.

Members of the administrative and technitaff ©f the mission, together with members of
their families forming part of their respective Betolds, shall, if they are not nationals of
or permanently resident in the receiving Stateg\etije privileges and immunities specified
in Articles 29 to 35, except that the immunity framil and administrative jurisdiction of
the receiving State specified in paragraph 1 ofchet31 shall not extend to acts performed
outside the course of their duties. They shall algoy the privileges specified in Article 36,
paragraph 1, in respect of articles imported atithe of first installation.

Members of the service staff of the missidroware not nationals of or permanently resident
in the receiving State shall enjoy immunity in respof acts performed in the course of their
duties, exemption from dues and taxes on the enwitsnthey receive by reason of their

employment and the exemption contained in Artide 3

Private servants of members of the missiafl,sihithey are not nationals of or permanently
resident in the receiving State, be exempt fromsdaed taxes on the emoluments they
receive by reason of their employment. In othepeets, they may enjoy privileges and

immunities only to the extent admitted by the recg State. However, the receiving State
must exercise its jurisdiction over those personsuich a manner as not to interfere unduly
with the performance of the functions of the missio

Article 38

Except insofar as additional privileges and immesitmay be granted by the receiving
State, a diplomatic agent who is a national of emanently resident in that State shall
enjoy only immunity from jurisdiction, and invioldity, in respect of official acts
performed in the exercise of his functions.

Other members of the staff of the mission and peiveervants who are nationals of or
permanently resident in the receiving State shabyeprivileges and immunities only to the
extent admitted by the receiving State. Howevee tbceiving State must exercise its
jurisdiction over those persons in such a mannenasto interfere unduly with the

performance of the functions of the mission.

Article 39

Every person entitled to privileges and immunits#sll enjoy them from the moment he
enters the territory of the receiving State on pealing to take up his post or, if already in
its territory, from the moment when his appointmisnhotified to the Ministry for Foreign
Affairs or such other ministry as may be agreed.

When the functions of a person enjoying privilegesl immunities have come to an end,
such privileges and immunities shall normally ceaseghe moment when he leaves the
country, or on expiry of a reasonable period inchhio do so, but shall subsist until that
time, even in case of armed conflict. However, wigspect to acts performed by such a



person in the exercise of his functions as a mermb#re mission, immunity shall continue
to subsist.

In case of the death of a member of the missianmbmbers of his family shall continue to
enjoy the privileges and immunities to which thene a@ntitled until the expiry of a
reasonable period in which to leave the country.

In the event of the death of a member of the missiot a national of or permanently
resident in the receiving State or a member ofdmsly forming part of his household, the
receiving State shall permit the withdrawal of thevable property of the deceased, with
the exception of any property acquired in the coutite export of which was prohibited at
the time of his death. Estate, succession and itahee duties shall not be levied on
movable property the presence of which in the @cgiState was due solely to the presence
there of the deceased as a member of the missias @member of the family of a member
of the mission.

Article40

If a diplomatic agent passes through or is in #ratory of a third State, which has granted
him a passport visa if such visa was necessarjievpnoceeding to take up or to return to
his post, or when returning to his own country, titied State shall accord him inviolability
and such other immunities as may be required tarertss transit or return. The same shall
apply in the case of any members of his family gimg privileges or immunities who are
accompanying the diplomatic agent, or travelingasajely to join him or to return to their
country.

In circumstances similar to those specified in geaph 1 of this Article, third States shall
not hinder the passage of members of the admitiigrand technical or service staff of a
mission, and of members of their families, throtigkir territories.

Third States shall accord to official correspondeaad other official communications in
transit, including messages in code or cipher, $hme freedom and protection as is
accorded by the receiving State. They shall actordiplomatic couriers, who have been
granted a passport visa if such visa was necessadydiplomatic bags in transit the same
inviolability and protection as the receiving Stetéound to accord.

The obligations of third States under paragrapltsdnd 3 of this Article shall also apply to
the persons mentioned respectively in those papagrand to official communications and
diplomatic bags, whose presence in the territorhefthird State is due force majeure.

Article41

Without prejudice to their privileges and immundtiat is the duty of all persons enjoying
such privileges and immunities to respect the lawd regulations of the receiving State.
They also have a duty not to interfere in the maéaffairs of that State.

All official business with the receiving State ergied to the mission by the sending State
shall be conducted with or through the Ministry Fareign Affairs of the receiving State or
such other ministry as may be agreed.



3. The premises of the mission must not be used imaaryner incompatible with the functions
of the mission as laid down in the present Conweentor by other rules of general
international law or by any special agreements drcd between the sending and the
receiving State.

Article42

A diplomatic agent shall not in the receiving Statactice for personal profit any professional or
commercial activity.

Article 43
The function of a diplomatic agent comes to an emter; alia:

(@) on notification by the sending State toreeiving State that the function of the diplomatic
agent has come to an end;

(b) on notification by the receiving State tcetBending State that, in accordance with
paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize diplomatic agent as a member of the
mission.

Article44

The receiving State must, even in case of armedlicprgrant facilities in order to enable
persons enjoying privileges and immunities, othent nationals of the receiving State, and
members of the families of such persons irrespeativtheir nationality, to leave at the earliest
possible moment. It must, in particular, in caseneéd, place at their disposal the necessary
means of transport for themselves and their prgpert

Article45

If diplomatic relations are broken off between t8tates, or if a mission is permanently or
temporarily recalled:

(a) the receiving State must, even in caseragdrconflict, respect and protect the premises of
the mission, together with its property and archjve

(b) the sending State may entrust the custodir@premises of the mission, together with its
property and archives, to a third State acceptaltlee receiving State;

(c) the sending State may entrust the protedtioits interests and those of its nationals to a
third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of ireng State, and at the request of a third State
not represented in the receiving State, underta&agdmporary protection of the interests of the
third State and of its nationals.

Article47

1. In the application of the provisions of thegent Convention, the receiving State shall not
discriminate as between States.



2. However, discrimination shall not be regardedaking place:

(&) where the receiving State applies any of ghwvisions of the present Convention
restrictively because of a restrictive applicatminthat provision to its mission in the
sending State;

(b) where by custom or agreement States extemadth other more favourable treatment
than is required by the provisions of the preseamv@ntion.

Article 48

The present Convention shall be open for signdiyrall States Members of the United Nations
or of any of the specialized agencies or Partigba@dStatute of the International Court of Justice,
and by any other State invited by the General As$eof the United Nations to become a Party
to the Convention, as follows: until 31 October 1% the Federal Ministry for Foreign Affairs
of Austria and subsequently, until 31 March 1962tha United Nations Headquarters in New
York.

Article 49

The present Convention is subject to ratificatidime instruments of ratification shall be
deposited with the Secretary-General of the Unitations.

Article50

The present Convention shall remain open for acmedsy any State belonging to any of the
four categories mentioned in Article 48. The instants of accession shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article51

1. The present Convention shall enter into favoethe thirtieth day following the date of
deposit of the twenty-second instrument of ratiftoa or accession with the Secretary-
General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to tbev@ntion after the deposit of the twenty-second
instrument of ratification or accession, the Corimnshall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrumématfication or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations sinédirm all States belonging to any of the four
categories mentioned in Article 48:

(@) of signatures to the present Convention ahdhe deposit of instruments of
ratification or accession, in accordance with Aesc48, 49 and 50;

(b) of the date on which the present Conventidgh enter into force, in accordance
with Article 51.



Article 53

The original of the present Convention, of whicle @Ghinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deggbwith the Secretary-General of the United
Nations, who shall send certified copies thereofalio States belonging to any of the four

categories mentioned in Article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentgrigeing duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the pr&anvention.

DONE at Vienna, this eighteenth day of April oneukand nine hundred and sixty-one.



OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLMATIC
RELATIONS, CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,
DONE AT VIENNA, ON 15 APRIL 1961

The States Parties to the present Protocol arfeetyienna Convention on Diplomatic Relations,
herein after referred to as ‘the Convention”, addpby the United Nations Conference held at
Vienna from 2 March to 14 April 1961.

Expressing their wish to establish rules betweamtitoncerning acquisition of nationality by
the members of their diplomatic missions and of fimailies forming part of the household of
those members,

Have agreed as follows :
Article |

For the purpose of the present Protocol, the exmesmembers of the mission” shall have the
meaning assigned to it in Article 1, sub paragréyp, of the Convention, namely “the head of
the mission and the members of the staff of thesionms.

Article 1l

Members of the mission not being nationals of #e®iving State, and members of their families
forming part of their household, shall not, solbly the operation of the Law of the receiving
State, acquire the nationality of that State.

Article Il

The present Protocol shall be open for signaturalb$tates which may become Parties to the
Convention, as follows: until 31 October 1961, la¢ Federal Ministry for Foreign Affairs of
Austria and subsequently, until 31 March 1962 atUinited Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratificatione Thstruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Article V
The present Protocol shall remain open for accedsiall States which may become Parties to

the Convention. The instruments of accession sfellleposited with the Secretary-General of
the United Nations.



Article VI

1. The present Protocol shall enter into force onrthme day as the Convention or on the
thirtieth day following the date of deposit of tlsecond instrument of ratifications or
accession to the Protocol with the Secretary-Gémdérde United Nations, whichever date
is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the pres@motocol after its entry into force in
accordance with paragraph 1 of this Article, thet&rol shall enter into force on the
thirtieth day after deposit by such State of igrimment of ratification or accession.

Article VII
The Secretary-General of the United Nations shédirm all States which may become Parties to
the Convention :
(a) of signature to the present Protocol and of dbposit of instruments of ratification or
accession, in accordance with Articles 11, IV avd
(b) of the date on which the present Protocol &nller into force, in accordance with Article VI;
Article VI
The original of the present Protocol of which thar@se, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be depositeti tieé Secretary-General of the United Nations,

who shall send certified copies thereof to all &atferred to in Article 1.

In withess whereof the undersigned Plenipotensarieing duly authorized there to by their
respective Governments, have signed the presetadeio

Done at Vienna, this eighteenth day of April oneusand nine hundred and sixty-one.



VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOLS
DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

The States Parties to the present Convention,
Recalling that consular relations have been estaddi between peoples since ancient times,

Having in mind the Purposes and Principles of thar@r of the United Nation concerning the
sovereign equality of States, the maintenance tdrnational peace and security, and the
promotion of friendly relations among nations,

Considering that the United Nations Conference dpldiatic Intercourse and Immunities
adopted the Vienna Convention on Diplomatic Retatiorhich was opened for signature on 18
April 1961,

Believing that an international convention on cdasuelations, privileges and immunities
would also contribute to the development of frigndlations among nations, irrespective of
their differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges andhuinities is not to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of functions bysutar posts on behalf of their respective
States,

Affirming that the rules of customary internatiohalv continue to govern matters not expressly
regulated by the provisions of the present Conweenti

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of the present Conventionfolleving expressions shall have the meanings
hereunder assigned to them:

(a) "consular post” means any consulate-genayakudate, vice-consulate or consular agency;
(b) "consular district” means the area assigned tmnsular post for the exercise of consular
functions;

(c) "head of consular post" means the person eldangth the duty of acting in that capacity;

(d) "consular officer" means any person, including head of a consular post, entrusted in that
capacity with the exercise of consular functions;

(e) "consular employee" means any person employdide administrative or technical service
of a consular post;

() "member of the service staff" means any persaiployed in the domestic service of a
consular post;



(9) "members of the consular post" means conffarers, consular employees and members
of the service staff;

(h) "members of the consular staff’ means consofficers, other than the head of a consular
post, consular employees and members of the sestate

() "member of the private staff’ means a persdiovis employed exclusively in the private
service of a member of the consular post;

() "consular premises" means the buildings otgaf buildings and the land ancillary thereto,
irrespective of ownership, used exclusively for paeposes of the consular post;

(k) "consular archives" includes all the papes;uiments, correspondence, books, films, tapes
and registers of the consular post, together vighciphers and codes, the card-indexes and any
article of furniture intended for their protectionsafekeeping.

2. Consular officers are of two categories, nancalger consular officers and honorary consular
officers. The provisions of Chapter Il of the pr@s€onvention apply to consular posts headed
by career consular officers; the provisions of Gaapll govern consular posts headed by
honorary consular officers.

3. The particular status of members of the consplasts who are nationals or permanent
residents of the receiving State is governed bickr71 of the present Convention.

CHAPTER |. CONSULARERATIONS IN GENERAL
Section | ESTABLISHMENT AND CONDUCT OF CONSULAR REATIONS

Avrticle 2
Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations betvwiiates takes place by mutual consent.

2. The consent given to the establishment of dipkmrelations between two States implies,
unless otherwise stated, consent to the establishofieonsular relations.

3. The severance of diplomatic relations shallipeb facto involve the severance of consular
relations.

Avrticle 3
Exercise of consular functions

Consular functions are exercised by consular poktey are also exercised by diplomatic
missions in accordance with the provisions of tresent Convention.

Article 4
Establishment of a consular post

1. A consular post may be established in the teyrivf the receiving State only with that State's
consent.



2. The seat of the consular post, its classifica¢ind the consular district shall be established by
the sending State and shall be subject to the agpod the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of the consoddy its classification or the consular district
may be made by the sending State only with theesdns the receiving State.

4. The consent of the receiving State shall alsceljaired if a consulate-general or a consulate
desires to open a vice-consulate or a consularcggena locality other than that in which it is
itself established.

5. The prior express consent of the receiving Sthtdl also be required for the opening of an
office forming part of an existing consular postesthere than at the seat thereof.

Article 5
Consular functions

Consular functions consist in:

(a) protecting in the receiving State the inteyadtthe sending State and of its nationals, both
individuals and bodies corporate, within the linpermitted by international law;

(b) furthering the development of commercial, ewmuit, cultural and scientific relations
between the sending State and the receiving Stateotherwise promoting friendly relations
between them in accordance with the provisiondi@fresent Convention;

(c) ascertaining by all lawful means conditions @evelopments in the commercial, economic,
cultural and scientific life of the receiving Stateporting thereon to the Government of the
sending State and giving information to personsredted;

(d) issuing passports and travel documents toomals of the sending State, and visas or
appropriate documents to persons wishing to triavide sending State;

(e) helping and assisting nationals, both indigidand bodies corporate, of the sending State;

(f) acting as notary and civil registrar and ipaeities of a similar kind, and performing certain
functions of an administrative nature, provided tinere is nothing contrary thereto in the laws
and regulations of the receiving State;

(g) safeguarding the interests of nationals, lmdividuals and bodies corporate, of the sending
State in cases of successimortis causa in the territory of the receiving State, in acamde
with the laws and regulations of the receiving&ta

(h) safeguarding, within the limits imposed by the/s and regulations of the receiving State,
the interests of minors and other persons lackitigcepacity who are nationals of the sending
State, particularly where any guardianship or geship is required with respect to such persons;



(i) subject to the practices and procedures ointgiim the receiving State, representing or

arranging appropriate representation for nationélthe sending State before the tribunals and
other authorities of the receiving State, for theppse of obtaining, in accordance with the laws

and regulations of the receiving State, provisionahsures for the preservation of the rights and
interests of these nationals, where, because @nabsor any other reason, such nationals are
unable at the proper time to assume the defenteewfrights and interests;

() transmitting judicial and extra-judicial docemis or executing letters rogatory or

commissions to take evidence for the courts ostaling State in accordance with international
agreements in force or, in the absence of suchnatienal agreements, in any other manner
compatible with the laws and regulations of theeré@og State;

(k) exercising rights of supervision and inspeattmrovided for in the laws and regulations of
the sending State in respect of vessels havingdhienality of the sending State, and of aircraft
registered in that State, and in respect of thens;

() extending assistance to vessels and aircrefttimned in sub-paragraph (k) of this Article and
to their crews, taking statements regarding theageyof a vessel, examining and stamping the
ship's papers, and, without prejudice to the povedrghe authorities of the receiving State,
conducting investigations into any incidents whimtcurred during the voyage, and settling
disputes of any kind between the master, the ofieend the seamen in so far as this may be
authorized by the laws and regulations of the sendstate;

(m) performing any other functions entrusted woasular post by the sending State which are
not prohibited by the laws and regulations of theerving State or to which no objection is taken
by the receiving State or which are referred t¢him international agreements in force between
the sending State and the receiving State.

Article 6
Exercise of consular functions outside the condiiktrict

A consular officer may, in special circumstancesthvthe consent of the receiving State,
exercise his functions outside his consular distric

Article 7
Exercise of consular functions in a third State

The sending State may, after notifying the Statewerned, entrust a consular post established
in a particular State with the exercise of consdiarctions in another State, unless there is
express objection by one of the States concerned.



Article 8
Exercise of consular functions on behalf of a ti8tdte

Upon appropriate notification to the receiving 8ted consular post of the sending State may,
unless the receiving State objects, exercise canfumhctions in the receiving State on behalf of
a third State.

Article 9
Classes of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are divided into foassts, namely:
(a) consuls-general,

(b) consuls;

(c) vice-consuls;

(d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this Article in no way restritts right of any of the Contracting Parties to fix
the designation of consular officers other thanhtbads of consular posts.

Article 10
Appointment and admission of heads of consularspost

1. Heads of consular posts are appointed by théirsgiState and are admitted to the exercise of
their functions by the receiving State.

2. Subject to the provisions of the present Conwanthe formalities for the appointment and
for the admission of the head of a consular postdmtermined by the laws, regulations and
usages of the sending State and of the receivisg & spectively.

Article 11
The consular commission or notification of appoietri

1. The head of a consular post shall be providethbysending State with a document, in the
form of a commission or similar instrument, madda far each appointment, certifying his
capacity and showing, as a general rule, his falh@, his category and class, the consular
district and the seat of the consular post.

2. The sending State shall transmit the commissrasimilar instrument through the diplomatic
or other appropriate channel to the GovernmentefS$tate in whose territory the head of a
consular post is to exercise his functions.

3. If the receiving State agrees, the sending Stag, instead of a commission or similar
instrument, send to the receiving State a notificatcontaining the particulars required by
paragraph 1 of this Article.



Article 12
The exequatur

1. The head of a consular post is admitted to #ezcese of his functions by an authorization
from the receiving State termed aequatur, whatever the form of this authorization.

2. A State which refuses to grantexequatur is not obliged to give to the sending State reason
for such refusal.

3. Subject to the provisions of Articles 13 and tb® head of a consular post shall not enter upon
his duties until he has received an exequatur.

Article 13
Provisional admission of heads of consular posts

Pending delivery of the exequatur, the head ofresalar post may be admitted on a provisional
basis to the exercise of his functions. In thaec#se provisions of the present Convention shall

apply.

Article 14
Notification to the authorities of the consulartde

As soon as the head of a consular post is admeteth provisionally to the exercise of his
functions, the receiving State shall immediatelyifpdhe competent authorities of the consular
district. It shall also ensure that the necessagsures are taken to enable the head of a consular
post to carry out the duties of his office and &wénthe benefit of the provisions of the present
Convention.

Article 15
Temporary exercise of the functions of the heaa odnsular post

1. If the head of a consular post is unable toycaut his functions or the position of head of
consular post is vacant, an acting head of postanaprovisionally as head of the consular post.

2. The full name of the acting head of post shalhbtified either by the diplomatic mission of
the sending State or, if that State has no suchkiomisn the receiving State, by the head of the
consular post, or, if he is unable to do so, by @mypetent authority of the sending State, to the
Ministry for Foreign Affairs of the receiving Stabe to the authority designated by that Ministry.
As a general rule, this notification shall be giveradvance. The receiving State may make the
admission as acting head of post of a person wheitker a diplomatic agent nor a consular
officer of the sending State in the receiving Stateditional on its consent.

3. The competent authorities of the receiving Ssdial afford assistance and protection to the
acting head of post. While he is in charge of thstpthe provisions of the present Convention
shall apply to him on the same basis as to the bt consular post concerned. The receiving



State shall not, however, be obliged to grant t@eimg head of post any facility, privilege or
immunity which the head of the consular post enjogly subject to conditions not fulfilled by
the acting head of post.

4. When, in the circumstances referred to in pa@lyrl of this Article, a member of the

diplomatic staff of the diplomatic mission of thensling State in the receiving State is
designated by the sending State as an acting Hgab he shall, if the receiving State does not
object thereto, continue to enjoy diplomatic pegés and immunities.

Article 16
Precedence as between heads of consular posts

1. Heads of consular posts shall rank in each @dassrding to the date of the grant of the
exequatur.

2. If, however, the head of a consular post befirining the exequatur is admitted to the

exercise of his functions provisionally, his presece shall be determined according to the date
of the provisional admission; this precedence shallmaintained after the granting of the

exequatur.

3. The order of precedence as between two or meaddhof consular posts who obtained the
exequatur or provisional admission on the same slaé be determined according to the dates
on which their commissions or similar instrumentghe notifications referred to in paragraph 3
of Article 11 were presented to the receiving State

4. Acting heads of posts shall rank after all heasfdsonsular posts and, as between themselves,
they shall rank according to the dates on whicly tesumed their functions as acting heads of
posts as indicated in the notifications given unmagraph 2 of Article 15.

5. Honorary consular officers who are heads of elamsposts shall rank in each class after
career heads of consular posts, in the order atmtdiag to the rules laid down in the foregoing
paragraphs.

6. Heads of consular posts shall have precederarecomsular officers not having that status.

Article 17
Performance of diplomatic acts by consular officers

1. In a State where the sending State has no diplomassion and is not represented by a
diplomatic mission of a third State, a consularceff may, with the consent of the receiving
State, and without affecting his consular statesabthorized to perform diplomatic acts.
The performance of such acts by a consular ofstedl not confer upon him any right to
claim diplomatic privileges and immunities.

2. A consular officer may, after notification addre$séo the receiving State, act as
representative of the sending State to any inteegonental organization. When so acting,



he shall be entitled to enjoy any privileges andhimities accorded to such a representative
by customary international law or by internatioagreements; however, in respect of the
performance by him of any consular function, hellshat be entitled to any greater
immunity from jurisdiction than that to which a cutar officer is entitled under the present
Convention.

Article 18
Appointment of the same person by two or more State
as a consular officer

Two or more States may, with the consent of theiveng State, appoint the same person as a
consular officer in that State.

Article 19
Appointment of members of consular staff

1. Subject to the provisions of Articles 20, 22 and 2@ sending State may freely appoint the
members of the consular staff.

2. The full name, category and class of all consufacers, other than the head of a consular
post, shall be notified by the sending State tordweiving State in sufficient time for the
receiving State, if it so wishes, to exerciseigbts under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required by its laws @giilations, request the receiving State to
grant an exequatur to a consular officer other tharhead of a consular post.

4. The receiving State may, if required by its lawsl aagulations, grant an exequatur to a
consular officer other than the head of a conquiat.

Article 20
Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as tozbefsthe consular staff, the receiving State
may require that the size of the staff be kept witimits considered by it to be reasonable and
normal, having regard to circumstances and comtio the consular district and to the needs of
the particular post.

Article 21
Precedence as between consular officers of a cmgost

The order of precedence as between the consul@esffof a consular post and any change
thereof shall be notified by the diplomatic misswinthe sending State or, if that State has no
such mission in the receiving State, by the heathi@fconsular post, to the Ministry for Foreign
Affairs of the receiving State or to the authodsgsignated by that Ministry.

Article 22
Nationality of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have th&orality of the sending State.



2. Consular officers may not be appointed from amoags@ns having the nationality of the
receiving State except with the express consetitaifState which may be withdrawn at any
time.

3. The receiving State may reserve the same right reiglard to nationals of a third State who
are not also nationals of the sending State.

Article 23
Persons declared "non grata"

1. The receiving State may at any time notify taeding State that a consular officer is persona
non grata or that any other member of the considf is not acceptable. In that event, the
sending State shall, as the case may be, eithall the person concerned or terminate his
functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails withireasonable time to carry out its obligations under
paragraph 1 of this Article, the receiving Stateynas the case may be, either withdraw the
exequatur from the person concerned or cease twid@nhim as a member of the consular
staff.

3. A person appointed as a member of a consularmag be declared unacceptable before
arriving in the territory of the receiving State, @ already in the receiving State, before
entering on his duties with the consular post. hy auch case, the sending State shall
withdraw his appointment.

4. In the cases mentioned in paragraphs 1 andf#soArticle, the receiving State is not obliged
to give to the sending State reasons for its datisi

Article 24
Notification to the receiving State of appointmemisivals and departures

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receignrState or the authority designated by that
Ministry shall be notified of:

(a) the appointment of members of a consular pib&ty arrival after appointment to the
consular post, their final departure or the terriamaof their functions and any other changes
affecting their status that may occur in the cowfstheir service with the consular post;

(b) the arrival and final departure of a persolobging to the family of a member of a consular
post forming part of his household and, where ampate, the fact that a person becomes or
ceases to be such a member of the family;

(c) the arrival and final departure of membershaf private staff and, where appropriate, the
termination of their service as such;

(d) the engagement and discharge of persons resildéhe receiving State as members of a
consular post or as members of the private staifiexhto privileges and immunities.

2. When possible, prior notification of arrival afiiadal departure shall also be given.



Section Il. END OF CONSULAR FUNCTIONS

Article 25
Termination of the functions of a member of a cdeuspost

The functions of a member of a consular post stwatie to an end inter alia:

(a) on natification by the sending State to theengng State that his functions have come to an
end,;

(b) on withdrawal of thexequatur;

(c) on natification by the receiving State to #anding State that the receiving State has ceased
to consider him as a member of the consular staff.

Article 26
Departure from the territory of the receiving State

The receiving State shall, even in case of armeidlich grant to members of the consular post
and members of the private staff, other than natsof the receiving State, and to members of
their families forming part of their householdsespective of nationality, the necessary time and
facilities to enable them to prepare their departamd to leave at the earliest possible moment
after the termination of the functions of the memsb&ncerned. In particular, it shall, in case of
need, place at their disposal the necessary mdansngport for themselves and their property
other than property acquired in the receiving Stageexport of which is prohibited at the time of
departure.

Article 27
Protection of consular premises and archives arldeointerests of the sending State in
exceptional circumstances

1. In the event of the severance of consular mrlatbetween two States:

(a) the receiving State shall, even in case ofedrironflict, respect and protect the consular
premises, together with the property of the conmquiest and the consular archives;

(b) the sending State may entrust the custodyhef donsular premises, together with the
property contained therein and the consular arshiteea third State acceptable to the receiving
State;

(c) the sending State may entrust the protectioilsanterests and those of its nationals to a
third State acceptable to the receiving State.

2. In the event of the temporary or permanent eesif a consular post, the provisions of sub-
paragraph (a) of paragraph 1 of this Article shpjply. In addition,

(a) if the sending State, although not represemi¢ke receiving State by a diplomatic mission,
has another consular post in the territory of Sitatte, that consular post may be entrusted with
the custody of the premises of the consular postiwhas been closed, together with the



property contained therein and the consular arshiaed, with the consent of the receiving State,
with the exercise of consular functions in thergisof that consular post; or

(b) if the sending State has no diplomatic missaod no other consular post in the receiving
State, the provisions of sub-paragraphs (b) and

(c) of paragraph 1 of this Article shall apply.

CHAPTER II. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES EELATING TO CONSULAR
POSTS, CAREER CONSULAR OFFICERS
AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST

Section I. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES REATING TO
A CONSULAR POST

Article 28
Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facilitiesr fthe performance of the functions of the
consular post.

Article 29
Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to tleeaidts national flag and coat-of-arms in the
receiving State in accordance with the provisidrthis Article.

2. The national flag of the sending State may bevil and its coat-of-arms displayed on the
building occupied by the consular post and at titeaace door thereof, on the residence of the
head of the consular post and on his means ofgeaih&hen used on official business.

3. In the exercise of the right accorded by thische regard shall be had to the laws, regulations
and usages of the receiving State.

Article 30
Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate #loguisition on its territory, in accordance with it
laws and regulations, by the sending State of mesmecessary for its consular post or assist the
latter in obtaining accommodation in some other.way

2. It shall also, where necessary, assist the ¢a@ngast in obtaining suitable accommodation for
its members.



Article 31
Inviolability of the consular premises

1. Consular premises shall be inviolable to themtxprovided in this Article.

2. The authorities of the receiving State shallerger that part of the consular premises which is
used exclusively for the purpose of the work of thasular post except with the consent of the
head of the consular post or of his designee ahefhead of the diplomatic mission of the
sending State. The consent of the head of the taamgost may, however, be assumed in case of
fire or other disaster requiring prompt proteciaation.

3. Subject to the provisions of paragraph 2 of Huiscle, the receiving State is under a special
duty to take all appropriate steps to protect tbasalar premises against any intrusion or
damage and to prevent any disturbance of the pefattee consular post or impairment of its
dignity.

4. The consular premises, their furnishings, tr@perty of the consular post and its means of
transport shall be immune from any form of requositfor purposes of national defence or
public utility. If expropriation is necessary fanch purposes, all possible steps shall be taken to
avoid impeding the performance of consular funajoand prompt, adequate and effective
compensation shall be paid to the sending State.

Article 32
Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises and the residence of the rcheael of consular post of which the sending
State or any person acting on its behalf is theesvamn lessee shall be exempt from all national,
regional or municipal dues and taxes whatsoevdrerothan such as represent payment for
specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paapd 1 of this Article shall not apply to such
dues and taxes if, under the law of the receivitafe$ they are payable by the person who
contracted with the sending State or with the peesziing on its behalf.

Article 33
Inviolability of the consular archives and docunsent

The consular archives and documents shall be ivielat all times and wherever they may be.

Article 34
Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning gagry into which is prohibited or regulated
for reasons of national security, the receivingé&Sshall ensure freedom of movement and travel
in its territory to all members of the consular{pos



Article 35
Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protecéedmm of communication on the part of the
consular post for all official purposes. In comnuating with the Government, the diplomatic
missions and other consular posts, wherever sduafe¢he sending State, the consular post may
employ all appropriate means, including diplomaticconsular couriers, diplomatic or consular
bags and messages in code or cipher. Howeverotgular post may install and use a wireless
transmitter only with the consent of the receiv@tgte.

2. The official correspondence of the consular pbstll be inviolable. Official correspondence
means all correspondence relating to the consokstrgnd its functions.

3. The consular bag shall be neither opened naairtt. Nevertheless, if the competent
authorities of the receiving State have seriousaedo believe that the bag contains something
other than the correspondence, documents or atiekerred to in paragraph 4 of this Article,
they may request that the bag be opened in thesepice by an authorized representative of the
sending State. If this request is refused by thbaities of the sending State, the bag shall be
returned to its place of origin.

4. The packages constituting the consular bag bleall visible external marks of their character
and may contain only official correspondence ancudeents or articles intended exclusively for
official use.

5. The consular courier shall be provided with #icial document indicating his status and the
number of packages constituting the consular bagefa with the consent of the receiving State
he shall be neither a national of the receivingeStaor, unless he is a national of the sending
State, a permanent resident of the receiving Statbe performance of his functions he shall be
protected by the receiving State. He shall enjagqeal inviolability and shall not be liable to
any form of arrest or detention.

6. The sending State, its diplomatic missions asdconsular posts may designate consular
couriers ad hoc. In such cases the provisions mraigpaph 5 of this Article shall also apply except

that the immunities therein mentioned shall ceasapply when such a courier has delivered to
the consignee the consular bag in his charge.

7. A consular bag may be entrusted to the capfaansbip or of a commercial aircraft scheduled
to land at an authorized port of entry. He shalpb®vided with an official document indicating
the number of packages constituting the bag, bushal not be considered to be a consular
courier. By arrangement with the appropriate l@aghorities, the consular post may send one of
its members to take possession of the bag directtlyfreely from the captain of the ship or of
the aircraft.



Article 36
Communication and contact with nationals of thedgem State

1. With a view to facilitating the exercise of cafes functions relating to nationals of the
sending State:

(a) consular officers shall be free to communicai nationals of the sending State and to
have access to them. Nationals of the sending Sketé have the same freedom with respect to
communication with and access to consular offioéthe sending State;

(b) if he so requests, the competent authoritigbeoreceiving State shall, without delay, inform
the consular post of the sending State if, withsnconsular district, a national of that State is
arrested or committed to prison or to custody pegdiial or is detained in any other manner.
Any communication addressed to the consular poshéyperson arrested, in prison, custody or
detention shall also be forwarded by the said aiites without delay. The said authorities shall
inform the person concerned without delay of hghits under this sub-paragraph;

(c) consular officers shall have the right to tvésihational of the sending State who is in prison,
custody or detention, to converse and corresporith Wwim and to arrange for his legal
representation. They shall also have the rightigid &ny national of the sending State who is in
prison, custody or detention in their district iarguance of a judgment. Nevertheless, consular
officers shall refrain from taking action on behaff a national who is in prison, custody or
detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of thisicle shall be exercised in conformity with the

laws and regulations of the receiving State, sul@dthe proviso, however, that the said laws
and regulations must enable full effect to be gitethe purposes for which the rights accorded
under this Article are intended.

Article 37
Information in cases of deaths, guardianship @témship, wrecks and air accidents

If the relevant information is available to the qmetent authorities of the receiving State, such
authorities shall have the duty:

(a) in the case of the death of a national of ¢heding State, to inform without delay the
consular post in whose district the death occurred,;

(b) to inform the competent consular post withdelay of any case where the appointment of a
guardian or trustee appears to be in the intecdstsminor or other person lacking full capacity
who is a national of the sending State. The gidhthis information shall, however, be without
prejudice to the operation of the laws and regoitetiof the receiving State concerning such
appointments;

(c) if a vessel, having the nationality of the dieg State, is wrecked or runs aground in the
territorial sea or internal waters of the receivBigite, or if an aircraft registered in the sending
State suffers an accident on the territory of theeiving State, to inform without delay the
consular post nearest to the scene of the occ@renc



Article 38
Communication with the authorities of the receivisigte

In the exercise of their functions, consular offeceay address:

(a) the competent local authorities of their cdausdistrict;

(b) the competent central authorities of the ndngi State if and to the extent that this is
allowed by the laws, regulations and usages ofdbeiving State or by the relevant international
agreements.

Article 39
Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the territorylwd teceiving State the fees and charges provided
by the laws and regulations of the sending Statedasular acts.

2. The sums collected in the form of the fees amarges referred to in paragraph 1 of this
Article, and the receipts for such fees and chargjesll be exempt from all dues and taxes in the
receiving State.

Section Il. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES ELATING TO CAREER
CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULARDOBT

Article 40
Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officerthwlue respect and shall take all appropriate
steps to prevent any attack on their person, fr@eolodignity.

Article 41
Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to ar@stletention pending trial, except in the case of a
grave crime and pursuant to a decision by the cteanpgudicial authority.

2. Except in the case specified in paragraph 1hif Article, consular officers shall not be
committed to prison or liable to any other formrestriction on their personal freedom save in
execution of a judicial decision of final effect.

3. If criminal proceedings are instituted againstoasular officer, he must appear before the
competent authorities. Nevertheless, the procesdhgll be conducted with the respect due to
him by reason of his official position and, excaptthe case specified in paragraph 1 of this
Article, in a manner which will hamper the exercefeconsular functions as little as possible.
When, in the circumstances mentioned in paragraphtiis Article, it has become necessary to



detain a consular officer, the proceedings agdimat shall be instituted with the minimum of
delay.

Article 42
Notification of arrest, detention or prosecution

In the event of the arrest or detention, pendiial,tof a member of the consular staff, or of
criminal proceedings being instituted against hine receiving State shall promptly notify the
head of the consular post. Should the latter besélinthe object of any such measure, the
receiving State shall notify the sending Stateugtothe diplomatic channel.

Article 43
Immunity from jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shatllbe amenable to the jurisdiction of the
judicial or administrative authorities of the regag State in respect of acts performed in the
exercise of consular functions.

2. The provisions of paragraph 1 of this Articlakmot, however, apply in respect of a civil
action either:

(a) arising out of a contract concluded by a ctarsofficer or a consular employee in which he
did not contract expressly or impliedly as an agérthe sending State; or

(b) by a third party for damage arising from amident in the receiving State caused by a
vehicle, vessel or aircraft.

Article 44
Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called up@ttémd as withesses in the course of judicial
or administrative proceedings. A consular emploge@a member of the service staff shall not,
except in the cases mentioned in paragraph 3 ef Ahiicle, decline to give evidence. If a
consular officer should decline to do so, no caereneasure or penalty may be applied to him.

2. The authority requiring the evidence of a coasulfficer shall avoid interference with the
performance of his functions. It may, when possitdke such evidence at his residence or at the
consular post or accept a statement from him itirvgi

3. Members of a consular post are under no obtigatd give evidence concerning matters
connected with the exercise of their functions orproduce official correspondence and
documents relating thereto. They are also entitbadkecline to give evidence as expert witnesses
with regard to the law of the sending State.



Article 45
Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to anbez of the consular post, any of the
privileges and immunities provided for in Articlé$, 43 and 44.

2. The waiver shall in all cases be express, exagprovided in paragraph 3 of this Article, and
shall be communicated to the receiving State itingi

3. The initiation of proceedings by a consularagfior a consular employee in a matter where
he might enjoy immunity from jurisdiction under A&ite 43 shall preclude him from invoking
immunity from jurisdiction in respect of any count#aim directly connected with the principal
claim.

4. The waiver of immunity from jurisdiction for thpurposes of civil or administrative
proceedings shall not be deemed to imply the wanfeimmunity from the measures of
execution resulting from the judicial decision;respect of such measures, a separate waiver
shall be necessary.

Article 46
Exemption from registration of aliens and residepesanits

1. Consular officers and consular employees andlreesrof their families forming part of their
households shall be exempt from all obligationseurttie laws and regulations of the receiving
State in regard to the registration of aliens asidence permits.

2. The provisions of paragraph 1 of this Articlealsmot, however, apply to any consular
employee who is not a permanent employee of thdisgrState or who carries on any private
gainful occupation in the receiving State or to amymber of the family of any such employee.

Article 47
Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with respeservices rendered for the sending State, be
exempt from any obligations in regard to work pésnmimposed by the laws and regulations of
the receiving State concerning the employment i@i¢m labour.

2. Members of the private staff of consular offkcand of consular employees shall, if they do
not carry on any other gainful occupation in theereing State, be exempt from the obligations
referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 48
Social security exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of thiscle, members of the consular post with
respect to services rendered by them for the sgn8itate, and members of their families



forming part of their households, shall be exempinf social security provisions which may be
in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of thiticle shall apply also to members of the
private staff who are in the sole employ of memlodithe consular post, on condition:

(a) that they are not nationals of or permanemtydent in the receiving State; and
(b) that they are covered by the social securityigions which are in force in the sending State
or a third State.

3. Members of the consular post who employ personshom the exemption provided for in
paragraph 2 of this Article does not apply shalete the obligations which the social security
provisions of the receiving State impose upon eggria

4. The exemption provided for in paragraphs 1 awndl this Article shall not preclude voluntary
participation in the social security system of theeiving State, provided that such participation
is permitted by that State.

Article 49
Exemption from taxation

1. Consular officers and consular employees andbeesrof their families forming part of their
households shall be exempt from all dues and tguessonal or real, national, regional or
municipal, except:

(a) indirect taxes of a kind which are normallgorporated in the price of goods or services;

(b) dues or taxes on private immovable propeiiyased in the territory of the receiving State,
subject to the provisions of Article 32;

(c) estate, succession or inheritance dutiesdatids on transfers, levied by the receiving State,
subject to the provisions of paragraph (b) of Aetis1,;

(d) dues and taxes on private income, includimgtahgains, having its source in the receiving
State and capital taxes relating to investmentsemiacdcommercial or financial undertakings in
the receiving State;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees, mortgagesiand stamp duties, subject to the provisions
of Article 32.

2. Members of the service staff shall be exempinfdues and taxes on the wages which they
receive for their services.

3. Members of the consular post who employ persdmsse wages or salaries are not exempt
from income tax in the receiving State shall obsetkie obligations which the laws and
regulations of that State impose upon employerseming the levying of income tax.



Article 50
Exemption from customs duties and inspection

1. The receiving State shall, in accordance witthdaws and regulations as it may adopt, permit
entry of and grant exemption from all customs dytixes, and related charges other than
charges for storage, cartage and similar servases,

(a) articles for the official use of the consypast;

(b) articles for the personal use of a consuléic&f or members of his family forming part of
his household, including articles intended for listablishment. The articles intended for
consumption shall not exceed the quantities nepedsa direct utilization by the persons
concerned.

2. Consular employees shall enjoy the privilegas exemptions specified in paragraph 1 of this
Article in respect of articles imported at the tiofdirst installation.

3. Personal baggage accompanying consular offasetsnembers of their families forming part
of their households shall be exempt from inspectibmay be inspected only if there is serious
reason to believe that it contains articles othantthose referred to in sub-paragraph (b) of
paragraph 1 of this Article, or articles the impartexport of which is prohibited by the laws and
regulations of the receiving State or which arejexttbto its quarantine laws and regulations.
Such inspection shall be carried out in the presesfcthe consular officer or member of his
family concerned.

Article 51
Estate of a member of the consular post or of alpeemf his family

In the event of the death of a member of the camqubst or of a member of his family forming
part of his household, the receiving State:

(a) shall permit the export of the movable propeitthe deceased, with the exception of any
such property acquired in the receiving State toe of which was prohibited at the time of
his death;

(b) shall not levy national, regional or municipgdtate, succession or inheritance duties, and
duties on transfers, on movable property the pseh which in the receiving State was due
solely to the presence in that State of the dedeasea member of the consular post or as a
member of the family of a member of the consulatpo

Article 52
Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt members of thesidan post and members of their families
forming part of their households from all persosalvices, from all public service of any kind
whatsoever, and from military obligations such lasse connected with requisitioning, military
contributions and billeting.



Article 53
Beginning and end of consular privileges and imriesi

1. Every member of the consular post shall enjeyghvileges and immunities provided in the
present Convention from the moment he enters tiniéoly of the receiving State on proceeding
to take up his post or, if already in its territofsom the moment when he enters on his duties
with the consular post.

2. Members of the family of a member of the consplast forming part of his household and
members of his private staff shall receive theifgges and immunities provided in the present
Convention from the date from which he enjoys feiyes and immunities in accordance with
paragraph 1 of this Article or from the date ofitlentry into the territory of the receiving State
or from the date of their becoming a member of siachily or private staff, whichever is the
latest.

3. When the functions of a member of the consutest pave come to an end, his privileges and
immunities and those of a member of his family forgnpart of his household or a member of
his private staff shall normally cease at the mamehen the person concerned leaves the
receiving State or on the expiry of a reasonabléogein which to do so, whichever is the
sooner, but shall subsist until that time, evenase of armed conflict. In the case of the persons
referred to in paragraph 2 of this Article, thervgeges and immunities shall come to an end
when they cease to belong to the household or ia bee service of a member of the consular
post provided, however, that if such persons intégmling the receiving State within a
reasonable period thereafter, their privileges iamdunities shall subsist until the time of their
departure.

4. However, with respect to acts performed by asatar officer or a consular employee in the
exercise of his functions, immunity from jurisdari shall continue to subsist without limitation
of time.

5. In the event of the death of a member of thesglam post, the members of his family forming

part of his household shall continue to enjoy theilpges and immunities accorded to them

until they leave the receiving State or until tlxpiey of a reasonable period enabling them to do
so, whichever is the sooner.

Article 54
Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is mtrritory of a third State, which has granted him
a visa if a visa was necessary, while proceedinigke up or return to his post or when returning
to the sending State, the third State shall actmtdm all immunities provided for by the other
Articles of the present Convention as may be reguio ensure his transit or return. The same
shall apply in the case of any member of his farfolyning part of his household enjoying such
privileges and immunities who are accompanyingdbesular officer or traveling separately to
join him or to return to the sending State.



2. In circumstances similar to those specifiedamagraph 1 of this Article, third States shall not
hinder the transit through their territory of otmembers of the consular post or of members of
their families forming part of their households.

3. Third States shall accord to official correspameke and to other official communications in

transit, including messages in code or cipher sdmae freedom and protection as the receiving
State is bound to accord under the present Comreniihey shall accord to consular couriers
who have been granted a visa, if a visa was negessad to consular bags in transit, the same
inviolability and protection as the receiving State bound to accord under the present
Convention.

4. The obligations of third States under paragrdph® and 3 of this Article shall also apply to
the persons mentioned respectively in those pgphgraand to official communications and to
consular bags, whose presence in the territorfieothird State is due to force majeure.

Article 55
Respect for the laws and regulations of the rengi@tate

1. Without prejudice to their privileges and imnmiigs, it is the duty of all persons enjoying such
privileges and immunities to respect the laws agllations of the receiving State. They also
have a duty not to interfere in the internal afaif that State.

2. The consular premises shall not be used in aagner incompatible with the exercise of
consular functions.

3. The provisions of paragraph 2 of this Articlealsmot exclude the possibility of offices of
other institutions or agencies being installed artpof the building in which the consular
premises are situated, provided that the premisgigreed to them are separate from those used
by the consular post. In that event, the said effishall not, for the purposes of the present
Convention, be considered to form part of the ctanquremises.

Article 56
Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with aeguirement imposed by the laws and
regulations of the receiving State in respect sfirance against third party risks arising from the
use of any vehicle, vessel or aircratft.

Article 57
Special provisions concerning private gainful oatign

1. Career consular officers shall not carry ondersonal profit any professional or commercial
activity in the receiving State.

2. Privileges and immunities provided in this Cleaysthall not be accorded:



(a) to consular employees or to members of theicestaff who carry on any private gainful
occupation in the receiving State;

(b) to members of the family of a person refemi@th sub-paragraph (a) of this paragraph or to
members of his private staff;

(c) to members of the family of a member of a cbespost who themselves carry on any
private gainful occupation in the receiving State.

CHAPTER Ill. REGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR BFICERS
AND CONSULAR POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58
General provisions relating to facilities, priviessgand immunities

1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and@dagraph 3 of Article 54 and paragraphs 2 and 3
of Article 55 shall apply to consular posts heatigdan honorary consular officer. In addition,
the facilities, privileges and immunities of suansular posts shall be governed by Articles 59,
60, 61 and 62.

2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of Article 44tidles 45 and 53 and paragraph 1 of Article 55
shall apply to honorary consular officers. In aubatif the facilities, privileges and immunities of
such consular officers shall be governed by Arsi@8, 64, 65, 66 and 67.

3. Privileges and immunities provided in the prés€onvention shall not be accorded to
members of the family of an honorary consular effior of a consular employee employed at a
consular post headed by an honorary consular office

4. The exchange of consular bags between two cangwlsts headed by honorary consular
officers in different States shall not be allowedhaut the consent of the two receiving States
concerned.

Article 59
Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as magbessary to protect the consular premises of
a consular post headed by an honorary consulareoffigainst any intrusion or damage and to
prevent any disturbance of the peace of the conpokt or impairment of its dignity.

Article 60
Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headedhidyoaorary consular officer of which the
sending State is the owner or lessee shall be exdeomp all national, regional or municipal dues
and taxes whatsoever, other than such as represgmient for specific services rendered.



2. The exemption from taxation referred to in paapd 1 of this Article shall not apply to such
dues and taxes if, under the laws and regulatibniseoreceiving State, they are payable by the
person who contracted with the sending State.

Article 61
Inviolability of consular archives and documents

The consular archives and documents of a consokrigaded by an honorary consular officer
shall be inviolable at all times and wherever tihegy be, provided that they are kept separate
from other papers and documents and, in partictrlam the private correspondence of the head
of a consular post and of any person working wittm,hand from the materials, books or
documents relating to their profession or trade.

Article 62
Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with dagrs and regulations as it may adopt, permit
entry of, and grant exemption from all customs ehtitaxes, and related charges other than
charges for storage, cartage and similar servingb® following articles, provided that they are
for the official use of a consular post headed byhanorary consular officer: coats-of-arms,
flags, signboards, seals and stamps, books, dfffmimted matter, office furniture, office
equipment and similar articles supplied by or atitistance of the sending State to the consular
post.

Article 63
Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against andrary consular officer, he must appear before
the competent authorities. Nevertheless, the pdiege shall be conducted with the respect due
to him by reason of his official position and, ept&hen he is under arrest or detention, in a
manner which will hamper the exercise of consularcfions as little as possible. When it has
become necessary to detain an honorary consul@eQfthe proceedings against him shall be
instituted with the minimum of delay.

Article 64
Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord th@wrorary consular officer such protection as
may be required by reason of his official position.

Article 65
Exemption from registration of aliens and residepesanits

Honorary consular officers, with the exception bbde who carry on for personal profit any
professional or commercial activity in the recegyiState, shall be exempt from all obligations



under the laws and regulations of the receivingeSta regard to the registration of aliens and
residence permits.

Article 66
Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt frolindaes and taxes on the remuneration and
emoluments which he receives from the sending Statespect of the exercise of consular
functions.

Article 67
Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt honorary conaffazers from all personal services and from
all public services of any kind whatsoever and frmihtary obligations such as those connected
with requisitioning, military contributions and leiting.

Article 68
Optional character of the institution of honoraonsular officers

Each State is free to decide whether it will appoirreceive honorary consular officers.

CHAPTER IV. GENERAL PROVISIONS

Article 69
Consular agents who are not heads of consular posts

1. Each State is free to decide whether it wilabbsh or admit consular agencies conducted by
consular agents not designated as heads of coqmghby the sending State.

2. The conditions under which the consular agenaésred to in paragraph 1 of this Article
may carry on their activities and the privilegesl ammunities which may be enjoyed by the
consular agents in charge of them shall be detexriny agreement between the sending State
and the receiving State.

Article 70
Exercise of consular functions by diplomatic missio

1. The provisions of the present Convention appdp,aso far as the context permits, to the
exercise of consular functions by a diplomatic miss

2. The names of members of a diplomatic missioigasd to the consular section or otherwise
charged with the exercise of the consular functiohghe mission shall be notified to the
Ministry for Foreign Affairs of the receiving Stabe to the authority designated by that Ministry.



3. In the exercise of consular functions a diplomatission may address:

(a) the local authorities of the consular district
(b) the central authorities of the receiving Stiétenis is allowed by the laws, regulations and
usages of the receiving State or by relevant iaténal agreements.

4. The privileges and immunities of the membersaofliplomatic mission referred to in
paragraph 2 of this Article shall continue to bevgmed by the rules of international law
concerning diplomatic relations.

Article 71
Nationals or permanent residents of the receiviageS

1. Except in so far as additional facilities, pieges and immunities may be granted by the
receiving State, consular officers who are natierdlor permanently resident in the receiving
State shall enjoy only immunity from jurisdictiondapersonal inviolability in respect of official

acts performed in the exercise of their functicasg the privilege provided in paragraph 3 of
Article 44. So far as these consular officers amecerned, the receiving State shall likewise be
bound by the obligation laid down in Article 42.dfiminal proceedings are instituted against
such a consular officer, the proceedings shallepixgvhen he is under arrest or detention, be
conducted in a manner which will hamper the exerofsconsular functions as little as possible.

2. Other members of the consular post who are matoof or permanently resident in the
receiving State and members of their families, all as members of the families of consular
officers referred to in paragraph 1 of this Artictkall enjoy facilities, privileges and immunities
only in so far as these are granted to them bydbeiving State. Those members of the families
of members of the consular post and those memietiseoprivate staff who are themselves
nationals of or permanently resident in the recgviState shall likewise enjoy facilities,
privileges and immunities only in so far as thesegranted to them by the receiving State. The
receiving State shall, however, exercise its juctsoh over those persons in such a way as not to
hinder unduly the performance of the functionshef tonsular post.

Article 72
Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the mmsConvention the receiving State shall not
discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regardeth&sg place:

(a) where the receiving State applies any of thevipions of the present Convention
restrictively because of a restrictive applicatminthat provision to its consular posts in the
sending State;

(b) where by custom or agreement States exteeddb other more favourable treatment than is
required by the provisions of the present Conventio



Article 73
Relationship between the present convention anet aternational agreements

1. The provisions of the present Convention shatl affect other international agreements in
force as between States parties to them.

2. Nothing in the present Convention shall preclitates from concluding international
agreements confirming or supplementing or extendmamplifying the provisions thereof.

CHAPTER V. FINAL PROVISIONS

Article 74
Signature

The present Convention shall be open for signdiyrall States Members of the United Nations
or of any of the specialized agencies or PartiehédStatute of the International Court of Justice,
and by any other State invited by the General Asdeof the United Nations to become a Party
to the Convention, as follows until 31 October 1263he Federal Ministry for Foreign Affairs
of the Republic of Austria and subsequently, uBtl March 1964, at the United Nations
Headquarters in New York.

Article 75
Ratification

The present Convention is subject to ratificatidme instruments of ratification shall be
deposited with the Secretary-General of the Unitations.

Article 76
Accession

The present Convention shall remain open for acmedsy any State belonging to any of the
four categories mentioned in Article 74. The instamts of accession shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 77
Entry into force

1. The present Convention shall enter into forceéhenthirtieth day following the date of deposit
of the twenty-second instrument of ratification amcession with the Secretary-General of the
United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the @ation after the deposit of the twenty-second
instrument of ratification or accession, the Corni@nshall enter into force on the thirtieth day
after deposit by such State of its instrument tfication or accession.



Article 78
Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations sinédirm all States belonging to any of the four
categories mentioned in Article 74:

(a) of signatures to the present Convention anth@fdeposit of instruments of ratification or
accession, in accordance with Articles 74, 75 &d 7

(b) of the date on which the present Conventidhemier into force, in accordance with Article
7.

Article 79
Authentic texts

The original of the present Convention, of whicle @@hinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deggbwvith the Secretary-General of the United
Nations, who shall send certified copies thereofalio States belonging to any of the four
categories mentioned in Article 74.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentsarigeing duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the pr&envention.

DONE at Vienna, this twenty-fourth day of April, ®thousand nine hundred and sixty-three.



OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSIAR RELATIONS
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY.
DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

The States Parties to the present Protocol anldet&/tenna Convention on Consular Relations,
hereinafter referred to as "the Convention"”, adbfit¢ the United Nations Conference held at
Vienna from 4 March to 22 April 1963,

Expressing their wish to establish rules betweamtitoncerning acquisition of nationality by
members of the consular post and by members af fdrilies forming part of their households,

Have agreed as follows:
Article |
For the purposes of the present Protocol, the egme "members of the consular post" shall
have the meaning assigned to it in sub-paragraphofgparagraph 1 of Article 1 of the
Convention, namely, "consular officers, consulapyees and members of the service staff".
Article Il
Members of the consular post not being nationalhefreceiving State, and members of their
families forming part of their households, shalk,nsolely by the operation of the law of the
receiving State, acquire the nationality of thatt&t

Article Il

The present Protocol shall be open for signaturalb$tates which may become Parties to the
Convention, as follows: until 31 October 1963 & Hederal Ministry for Foreign Affairs of the
Republic of Austria and, subsequently, until 31 8hat964, at the United Nations Headquarters
in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratificatione Thstruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Article V
The present Protocol shall remain open for accedsyoall States which may become Parties to

the Convention. The instruments of accession sfelklleposited with the Secretary-General of
the United Nations.



Article VI

1. The present Protocol shall enter into force lom $ame day as the Convention or on the
thirtieth day following the date of deposit of thecond instrument of ratification of or accession
to the Protocol with the Secretary-General of timédl Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the gmedrotocol after its entry into force in
accordance with paragraph 1 of this Article, thet&eol shall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrumématification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shédirm all States which may become Parties to
the Convention:

(a) of signatures to the present Protocol andhefdeposit of instruments of ratification or

accession, in accordance with Articles I, 1V avd

(b) of the date on which the present Protocol &nller into force, in accordance with Article VI.
Article VIII

The original of the present Protocol, of which @l@nese, English, French, Russian and Spanish

texts are equally authentic, shall be depositetl Wieé Secretary-General of the United Nations,

who shall send certified copies thereof to all &atferred to in Article 111

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentsgrigeing duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the présetocol.

DONE at Vienna, this twenty-fourth day of April, ®thousand nine hundred and sixty-three.



